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Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan
pelayanan informasi publik

3. Memiliki kompetensi teknologi informasi

4. Memiliki kompetensi administrasi

| Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengujian Konsekuensi
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Informasi Publik
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